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Abstrak 

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan, penempatan dan perlindungan 

kepada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada tahun 2011, dengan  

mengeluarkan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan 

data dengan wawancara dan dokumentasi. Data-data penelitian ini divalidasi 

dengan pengujian reliabilitas. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan 

pendekatan linier dan hierarkhis (Creswell). Temuan dari penelitian ini adalah 

SISKOTKLN tidak disosialisasikan pada TKI, Eks-TKI dan PL. Adanya 

perbaikan teknologi oleh BNP2TKI pada SISKOTKLN membuat Disdagnakerkop 

dan UKM Karanganyar tidak lagi menjadi editor dalam SISKOTKLN. Diketahui 

tidak ada ketegasan informasi pendaftaran menjadi TKI oleh BNP2TKI, serta 

koordinasi antara Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar dengan BNP2TKI 

kurang, karena data yang diunggah oleh BNP2TKI tidak dapat diakses oleh 

Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar serta PPTKIS Karanganyar. Kesimpulan 

dari penelitian ini adalah implementasi strategis SISKOTKLN pada TKI di 

Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar sudah baik, namun masih perlu 

perbaikan pada beberapa dimensi. Saran yang dihasilkan dalam penelitian ini 

adalah mempromosikan SISKOTKLN pada CTKI, Eks-TKI dan PL, menjadikan 

Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar sebagai editor dalam SISKOTKLN, serta 

menciptakan transparansi informasi pendaftaran menjadi TKI melalui pamflet 

atau website BNP2TKI. 

 

Kata Kunci: Implementasi Strategis; SISKOTKLN; TKI. 

 

Pendahuluan 

Di era yang serba 

menggunakan teknologi ini, semua  

informasi yang diperoleh 

darimanapun, kapanpun dan dalam 

bentuk apapun dapat diperoleh 

dengan mudah hanya dengan sebuah 

sistem yang up to date melalui 

sebuah program komputersisasi dan 

jaringan. Jika tidak ada komputer 

konsep sistem informasi manajemen 

hanya menjadi teori saja.(Nugroho, 

2008: 16-17) Oleh karena itu, 

mailto:resa.melindaa@yahoo.com


Jurnal Wacana Publik  

  Vol 1 No 1, 2021 hlm 154-175 
 

155 

 

komputerisasi merupakan tindak 

lanjut dari sistem informasi 

manajemen. Menurut (Sutabri, 2005: 

8) sistem adalah sekelompok unsur 

yang erat hubungannya satu sama 

lain, yang berfungsi bersama-sama 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

Menurut (Sunyoto, 2014: 40) 

informasi merupakan data yang telah 

diolah menjadi sebuah bentuk yang 

berarti bagi penerimanya dan 

bermanfaat dalam mengambil 

keputusan saat ini atau mendatang. 

Menurut (O' Brien and Marakas, 

2014: 27) manajemen diperlukan 

dalam sistem informasi sebuah 

organisasi, sebab mampu 

menekankan kualitas dan keamanan 

dari sebuah sistem informasi 

organisasi. Menurut (McLeod, 1998: 

334) management information 

system (MIS) as a computer-based 

system that makes information 

available to users with similar needs. 

Salah satu bentuk sistem informasi 

manajemen adalah e-government. 

Menurut (Howard, 2001: 6-9) e-

goverment adalah alat dan teknik 

untuk membantu pekerjaan 

pemerintah, seperti dalam melayani 

pemerintah dan warga.  

Salah satu contohnya e-

government dapat digunakan untuk 

meningkatkan proses manajemen 

sumber daya manusia dalam 

organisasi, secara efektif dan efisien 

yang berbentuk elektronic human 

resources management (e-HRM). e-

HRM adalah cara menerapkan 

strategi sumber daya manusia, 

kebijakan, dan praktek dalam 

organisasi melalui kesadaran dan 

dukungan web-saluran berbasis 

teknologi. (Ruel and Bondarouk, 

2004: 3) e-HRM di Indonesia telah 

digunakan oleh organisasi publik 

dari Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia dengan sebutan 

Pengelolaan Kepegawaian Secara 

Elektronik sejak tahun 

1996.(Kementerian Pekerjaan 

Umum, 1996) Pengelolaan 

Kepegawaian Secara Elektronik 

sering disebut juga dengan sistem 

kepegawaian. 

Sistem kepegawaian 

fungsinya hampir serupa dengan 

Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja 

Luar Negeri  (SISKOTKLN). 

Kesamaan terletak pada, sama-sama 

digunakan untuk mendata dan 
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memanajemen sumber daya manusia 

menggunakan sebuah sistem yang 

disebut e-government, dimana 

tujuannya sama, yaitu agar fungsi 

organisasi lebih efektif dan efisien. 

Perbedaan dari sistem kepegawaian 

dengan SISKOTKLN adalah dimana 

sistem kepegawaian digunakan untuk 

mendata dan memanajemen sumber 

daya calon pegawai dan pegawai, 

sedangkan SISKOTKLN digunakan 

untuk mendata dan memanajemen 

para Calon Tenaga Kerja Indonesia 

(CTKI) dan memperbaharui data 

TKI yang melakukan perpanjangan 

kontrak menjadi TKI atau re-entry 

setelah cuti untuk beberapa waktu.  

SISKOTKLN mengacu 

pada strategi BNP2TKI kedua yaitu 

menyempurnakan sistem dan 

prosedur pelaksanaan pelayanan 

penempatan dan perlindungan TKI 

yang mudah, murah dan cepat; 

dimana dalam strategi tersebut 

dijelaskan lagi pada Dimensi Kinerja 

Utama (IKU) nomor enam bahwa 

BNP2TKI mengimplementasikan 

SISKOTKLN untuk membantu 

mencapai strategi tersebut. Menurut 

BNP2TKI (2017) menyatakan bahwa 

Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja 

Luar Negeri (SISKOTKLN) adalah 

sistem pendataan bagi Calon Tenaga 

Kerja Indonesia yang akan berangkat 

keluar negeri.  

Dalam menjalankan 

SISKOTKLN tersebut, perlu 

diketahui menurut Pasal 1 bagian  (1) 

dan Pasal 1 bagian (2) dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri, 

menyatakan bahwa: 

“TKI adalah setiap 

warga negara Indonesia 

yang memenuhi syarat 

untuk bekerja di luar negeri 

dalam hubungan kerja 

untuk jangka waktu tertentu 

dengan menerima upah. 

Calon Tenaga Kerja 

Indonesia adalah setiap 

warga negara Indonesia 

yang memenuhi syarat 

sebagai pencari kerja yang 

akan bekerja di luar negeri 

dan terdaftar di instansi 

pemerintah kabupaten/kota 

yang bertanggungjawab di 

bidang ketenagakerjaan.” 
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Jumlah TKI Menurut 

Kawasan Penempatan Tahun 2013 

sampai dengan tahun 2015 

mengalami penurunan. Dimulai dari 

0,20% ditahun 2013, kemudian turun 

menjadi 0,16% ditahun 2014 dan 

yang terakhir terdata oleh BPS 

jumlah TKI tahun 2015 sebanyak 

0,10%, apabila dibandingkan dengan 

jumlah penduduk Indonesia tahun 

2015 sebanyak 255.461.700 jiwa. 

(Statistik, 2014) Penurunan jumlah 

pengiriman TKI berturut-turut dari 

tahun 2011 sampai dengan tahun 

2014 di Kabupaten Karanganyar 

tersebut, terjadi setelah 

diterapkannya SISKOTKLN tahun 

2011. Padahal dikeluarkannya 

SISKOTKLN oleh BNP2TKI yang 

digunakan oleh Disdagnakerkop dan 

UKM Karanganyar, difungsikan 

untuk mencapai strategi 

menyempurnakan sistem dan 

prosedur pelaksanaan pelayanan 

penempatan dan perlindungan TKI 

yang mudah, murah dan cepat.  

Data penurunan jumlah TKI 

di Kabupaten Karanganyar tersebut 

hanya tercatat di Disdagnakerkop 

dan UKM Kabupaten Karanganyar 

dan diketahui data jumlah 

pengiriman TKI Kabupaten 

Karanganyar yang tercatat di 

BNP2TKI tidak mengalami 

penurunan. (Statistik, 2011-2014) 

Karena data yang terupload di 

BNP2TKI tidak dapat diakses oleh 

Dinas, sehingga apabila dalam 

setahunnya tercatat kurang lebih 

hanya tiga ratus TKI dari Kabupaten 

Karanganyar dan di BNP2TKI 

tercatat kurang lebih seribu TKI dari 

Karanganyar, itu disebabkan data 

yang di upload di BNP2TKI tidak 

dapat diakses oleh Disdagnakerkop 

dan UKM Karanganyar.  

Ketidaksamaan data tersebut 

dapat berimplikasi pada 

pengumpulan, pengambilan dan 

penjagaan data para TKI, yang mana 

menjadi kurang valid. Karena 

Disdagnakerkop dan UKM 

Kabupaten Karanganyar tidak dapat 

mengubah data yang telah diunggah 

di SISKOTKLN. Padahal data 

mengenai TKI harus diperbaharui 

sewaktu-waktu, untuk mencegah 

apabila terjadi hal yang tidak 

diinginkan terhadap TKI di negara 

penempatan. Maka alamat majikan 

daripada TKI harus terbarukan, 

beserta data lainnya yang berkaitan 
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dengan TKI. Ketidaksamaan data 

antara Disdagnakerkop dan UKM 

Kabupaten Karanganyar dengan 

BNP2TKI menjadi alasan dipilihnya 

lokasi penelitian di Karanganyar 

untuk dijadikan studi lebih lanjut, 

untuk mengetahui bagaimana 

Implementasi Strategis SISKOTKLN 

pada TKI di Kabupaten 

Karanganyar.”  

Digunakannya implementasi 

strategis karena menurut (Hunger 

and Wheelen, 2000: 183) 

implementasi strategis adalah proses 

dimana strategi dan kebijakan yang 

dimasukkan ke dalam tindakan 

melalui pengembangan program, 

anggaran, dan prosedur; Sehingga 

dengan implementasi strategis, 

Disdagnakerkop dan UKM 

Karanganyar dapat meningkatkan 

pengembangan program, anggaran 

dan prosedur pada SISKOTKLN. 

Alasan yang kedua digunakannya 

implementasi strategis, dikarenakan 

implementasi strategis merupakan 

tahapan manajemen strategis yang 

digunakan untuk melaksanakan 

formulasi strategis yang telah 

diformulasikan sebelumnya. 

Terdapat implementasi strategis 

SISKOTKLN pada TKI di 

Kabupaten Karanganyar, mampu 

mendeskripsikan seberapa berhasil 

perencanaan strategis BNP2TKI 

dengan SISKOTKLN melalui 

Disdagnakerkop dan UKM 

Karanganyar, terhadap kelompok 

sasaran yaitu para TKI.  

Terdapat penelitian 

sebelumnya yang sama-sama 

mengkaji mengenai implementasi 

strategis dan e-HRM yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh (El Amrani, 

Rowe and Geffroy, 79-104) dengan 

judul The effects of enterprise 

resource planning implementation 

strategy on cross-functionality dan 

penelitian dilakukan oleh (Erdogmus 

and Esen, 2011) yang berjudul “An 

Investigation of the Effects of 

Technology Readiness on 

Technology Acceptance in e-HRM” 

Penelitian ini mendeskripsikan 

“Bagaimana Implementasi Strategis 

Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja 

Luar Negeri (SISKOTKLN) pada 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di 

Kabupaten Karanganyar?”dalam 

merealisasikan strategis BNP2TKI 

yaitu menyempurnakan sistem dan 

prosedur pelaksanaan pelayanan 
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penempatan dan perlindungan TKI 

yang mudah, murah dan cepat. 

Karena tercatat, masih terdapat 

perbedaan data jumlah pengiriman 

TKI Kabupaten Karanganyar di 

Disdagnakerkop dan UKM 

Kabupaten Karanganyar dengan di  

BNP2TKI. 

 

Metode Penelitian 

Menurut (Fuad and 

Nugroho, 2014: 54) bahwa penelitian 

kualitatif deskriptif merupakan 

penelitian yang hanya 

mendeskripsikan tanpa mengevaluasi 

obyek penelitian yang ditemukan 

dilapangan. Sehingga alasan teoritis 

digunakannya kualitatif deskriptif 

pada penelitian ini, karena obyek 

penelitian alami ditemukan 

dilapangan bahwa setelah 

digunakannya SISKOTKLN, 

terdapat penurunan jumlah TKI yang 

berturut-turut dari tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2014, dimana untuk 

mencari tahu penyebabnya 

digunakan instrumen wawancara 

dalam mengumpulkan data. Alasan 

teoritis yang kedua adalah 

fenomenologis (obyek penelitian 

ditemukan secara natural 

dilapangan), juga terdapat alasan 

interaksi simbolik, yang menurut 

(Fuad and Nugroho, 2014: 55) 

apabila terdapat alasan 

fenomenologis dan interaksi 

simbolik, maka penelitian dapat 

dikatakan kualitatif deskriptif. 

Interaksi simbolik disini ditandai 

dengan pengaruh dari menurunnya 

jumlah TKI selama tiga tahun di 

Karanganyar, berdampak pada 

menurunnya penerimaan negara yang 

tercatat tahun 2014 pendapatan pajak 

daerah Kabupaten Karanganyar yang 

didalamnya termasuk PPh TKI 

sebesar Rp. 54.995.000.000,00. 

(Karanganyar, 2014: 1) Diikuti 

meningkatnya jumlah pengangguran 

dari tahun 2011 sebesar 23.784 jiwa 

menjadi 25.642 jiwa ditahun 2012. 

Serta jumlah penduduk miskin 

meningkat dari 113.693 jiwa menjadi 

124.493 jiwa. (RKPD, 2015) Setelah 

menentukan jenis dan rancangan 

penelitian maka langkah selanjutnya 

adalah menentukan lokasi penelitian. 

Selain alasan teoritis, terdapat juga 

alasan metodologis, dimana 

ditentukannya Karanganyar sebagai 

lokasi penelitian disebabkan adanya 

perbedaan data jumlah pengiriman 
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TKI Kabupaten Karanganyar yang 

tercatat di Disdagnakerkop dan 

UKM Karanganyar dengan yang 

tercatat di BNP2TKI. Perbedaan data 

tersebut, dijelaskan pada deskripsi 

lokasi penelitian. 

Alasan mengambil lokasi 

penelitian di Kabupaten 

Karanganyar, sebab hanya 

Kabupaten Karanganyar dari tiga 

puluh lima kabupaten di Jawa 

Tengah, yang jumlah pengiriman 

tenaga kerja Indonesia (TKI) 

Kabupaten Karanganyar mengalami 

penurunan jumlah pengiriman TKI 

dari tahun 2011 sampai dengan tahun 

2014, setelah di implementasikan 

sistem komputerisasi tenaga kerja 

Luar Negeri (SISKOTKLN) tahun 

2011. (Statistik, 2010-2014)  Dan 

terdapat perbedaan data terkait 

penurunan jumlah TKI di Kabupaten 

Karanganyar yang tercatat di 

Disdagnakerkop dan UKM 

Kabupaten Karanganyar dengan 

yang tercatat di BNP2TKI. 

Menurut (Sugiyono, 2012: 

215-216) bahwa penelitian kualitatif 

berawal dari situasi sosial yang 

terdiri atas tiga elemen yaitu tempat, 

pelaku dan aktivitas. Penentuan 

informan pada penelitian ini 

dilakukan secara purposive sampling 

yaitu dipilih dengan pertimbangan 

dan tujuan tertentu. Dipilihnya  

informan-informan di 

Disdagnakerkop dan UKM 

Karanganyar dan PT Alkurnia 

Sentosa Internasional; dikarenakan 

yang mengurusi TKI di Karanganyar 

dan keempat informan tersebut 

mengetahui SISKOTKLN digunakan 

untuk implementasi strategis renstra 

BNP2TKI tahun 2010 sampai 

dengan 2014. Sehingga dipilihnya 

keempat informan tersebut memiliki 

tujuan agar data yang diperoleh 

sesuai dengan rumusan masalah. 

Selain dengan purposive sampling, 

penentuan informan pada penelitian 

ini juga dilakukan dengan snowball 

sampling. Dimana informan-

informan diluar Disdagnakerkop dan 

UKM Karanganyar, merupakan 

saran dari Disdagnakerkop dan UKM 

Karanganyar serta PT Alkurnia 

Sentosa Internasional yaitu dengan 

melakukan wawancara dengan Eks-

TKI, CTKI dan Pelaksana Lapangan 

(PL).  

Menurut (Sugiyono, 2013: 

62-63) menyatakan bahwa metode 
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pengumpulan data dapat dilakukan 

dalam berbagai setting, berbagai 

sumber dan berbagai cara. 

Sedangkan, pada penelitian ini 

dilihat dari metode pengumpulan 

data diperoleh dari cara yaitu 

wawancara yang dilakukan dengan 

keempat informan; dokumentasi dari 

TU Disdagnakerkop dan UKM 

Kabupaten Karanganyar Badan Pusat 

Statistik yang diunggah dalam 

website, terkait TKI dan 

SISKOTKLN.   

Menurut (Sugiyono, 2013: 

120-131) menyatakan bahwa uji 

keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif meliputi uji kredibilitas 

atau validitas internal, pengujian 

transferability atau validitas 

eksternal, pengujian depenability 

atau reliabilitas dan pengujian 

confirmability atau obyektivitas. 

Pada penelitian ini, uji validitas dan 

reliabilitas data hanya menggunakan 

tahap pengujian depenability atau 

reliabilitas. Sebab data mengenai 

implementasi strategis SISKOTKLN 

pada TKI di Kabupaten Karanganyar 

diperoleh dengan cara observasi dan 

wawancara di Disdagnakerkop dan 

UKM Kabupaten Karanganyar serta 

PT Alkurnia Sentosa Internasional 

dengan pegawai pemegang 

SISKOTKLN, Kabid Pelatihan dan 

Penempatan di Disdagnakerkop dan 

UKM Karanganyar, Kepala 

Disdagnakerkop dan UKM 

Karanganyar, serta Direktur PT 

Alkurnia Sentosa Internasional. 

Kemudian proses penelitian ini 

dibimbing oleh dosen pembimbing 

dalam mengaudit hasil penelitian. 

Sehingga data dapat dikatakan 

depenable, sebab telah dilakukan 

proses dan ada hasilnya yang 

kemudian hasilnya di audit bersama 

dengan dosen pembimbing. Jadi 

dapat dilakukan penelitian ulang 

dengan kajian yang sama.  

Menurut (Prastowo, 2012: 

236-238) analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditema dan dirumuskan hipotesis 

kerjanya. Pada penelitian ini, analisis 

data dilakukan dengan pendekatan 

linier dan hierarkhis (Creswell, 2016: 

263). Alasan menggunakan teori 

(Creswell, 2016) adalah dalam teori 

ini dijelaskan dengan rinci mengenai 

cara mengolah data mulai dari 
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mengolah dan mempersiapkan data 

untuk dianalisis, membaca 

keseluruhan data, mengcoding semua 

data, menggunakan coding untuk 

mendeskripsikan setting, orang, 

kategori dan tema yang akan 

dianalisis, mendeskripsikan kembali 

dalam narasi dan yang terakhir 

menginterpretasi dalam data. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan salah satu 

strategi BNP2TKI tahun 2010 

sampai dengan 2014 yaitu 

menyempurnakan sistem dan 

prosedur pelaksanaan pelayanan 

penempatan dan perlindungan TKI 

yang mudah, murah dan cepat; 

berikut hasil penelitian yang 

dimasukkan dalam empat dimensi 

implementasi strategis: 

Dimensi manajemen 

stakeholder menyebutkan bahwa dari 

keempat informan diperoleh data 

untuk keberhasilan sebuah 

implementasi strategis perlu 

diketahui stakeholder yang terlibat, 

dan dalam mengidentifikasi 

stakeholder dapat melalui programs 

apa yang digunakan, dimana 

implementasi strategis diterapkan 

dan sudahkah dipromosikan. Dari 

hasil penelitian diperoleh bahwa 

keempat informan dapat 

mendeskripsikan program 

SISKOTKLN; kemudian yang 

kedua, dari hasil wawancara dengan 

keempat informan dihasilkan, 

SISKOTKLN sudah 

diimplementasikan di seluruh 

Disdagnakerkop dan UKM 

Kabupaten/Kota dan PPTKIS di 

Indonesia; Ketiga, berdasarkan hasil 

wawancara dengan keempat 

informan mengatakan bahwa 

dikarenakan SISKOTKLN sudah 

diimplementasikan di seluruh 

Disdagnakerkop dan UKM 

Kabupaten/Kota dan PPTKIS, dan 

keempat informan berpendapat  

SISKOTKLN sudah dipromosikan di 

seluruh Disdagnakerkop dan UKM 

Kabupaten/Kota dan PPTKIS di 

Indonesia, namun yang menjadi 

kelemahan disini adalah promosi 

SISKOTKLN tidak dilakukan pada 

TKI, Eks-TKI dan PL; keempat, dari 

hasil wawancara dengan keempat 

informan sepakat mengatakan bahwa 

dalam menjalankan SISKOTKLN 

digunakan internet untuk 

mengoperasikannya; kelima, dari 
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hasil wawancara dengan keempat 

informan satu diantaranya yaitu 

Direktur PT Alkurnia Sentosa 

Internasional mengatakan bahwa 

terdapat sistem pelayanan dan 

penempatan lain, selain 

SISKOTKLN yaitu ISC 

(Immigration Security and 

Clearance) dan MiGRAMS (Migrant 

Management System) / FWCMS 

(The Foreign Workers Centralized 

Management System). Yang 

fungsinya sama dengan 

SISKOTKLN. Perbedaanya adalah 

SISKOTKLN merupakan programs 

dari BNP2TKI dan dapat digunakan 

untuk mendata TKI yang mendaftar 

ke negara manapun yang terdapat 

hubungan bilateral dengan 

pemerintah Indonesia, sedangkan 

ISC (Immigration Security and 

Clearance) dan MiGRAMS (Migrant 

Management System) / FWCMS 

(The Foreign Workers Centralized 

Management System) merupakan 

programs sistem pelayanan dan 

penempatan TKI dari pemerintah 

Malaysia yang dapat digunakan 

PPTKIS Indonesia dalam 

menyalurkan TKI khususnya ke 

Malaysia; Perbedaan yang kedua 

adalah SISKOTKLN dioperasikan 

oleh BNP2TKI, BP3TKI dan 

PPTKIS, sedangkan ISC 

(Immigration Security and 

Clearance) dan MiGRAMS (Migrant 

Management System) / FWCMS 

(The Foreign Workers Centralized 

Management System) dioperasikan 

oleh Medical dan Imigrasi Malaysia 

saat TKI membuat Passport. Jadi 

untuk di Disdagnakerkop dan UKM 

Kabupaten/Kota di Indonesia hanya 

menggunakan satu sistem untuk 

melayani dan menempatkan TKI 

yaitu SISKOTKLN. Sedangkan di 

PPTKIS, selain menggunakan 

SISKOTKLN juga mengguanakan 

ISC dan MiGRAMS/FWCMS 

khusus untuk PPTKIS resmi yang 

mempunyai kerjasama dengan 

pemerintah Malaysia.  

Kemudian untuk dimensi 

keuangan dari hasil penelitian 

diperoleh, keempat informan 

mengatakan bahwa modal 

implementasi strategis berasal dari 

BNP2TKI, termasuk modal untuk 

sistemnya. Kecuali untuk modal 

memasang internet dalam 

menjalankan SISKOTKLN berasal 

dari instansi masing-masing. Dan 
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untuk Disdagnakerkop dan UKM 

Karanganyar modal pemasangan 

internet berasal dari APBD induk 

level dua; kemudian yang kedua 

dalam dimensi keuangan, menurut 

keempat informan, selain modal, 

anggaran juga berasal dari pusat. 

Kecuali anggaran internet yang 

diambilkan dari APBD induk level 

dua. Sehingga Disdagnakerkop dan 

UKM Karanganyar serta PPTKIS 

tinggal menjalankan saja sistem 

SISKOTKLN; ketiga, berdasarkan 

hasil wawancara dengan keempat 

informan mengatakan bahwa 

SISKOTKLN sudah dievaluasi 

beberapa kali, dalam rapat koordinasi 

antar Disdagnakerkop dan UKM 

Kabupaten/Kota dan PPTKIS. Selain 

itu terdapat pertanggungjawaban, 

dari Disdagnakerkop dan UKM 

Karanganyar yang bertanggungjawab 

adalah Kepala Dinas. Sedangkan di 

PPTKIS yang bertanggungjawab 

seluruh staff yang ID KTP nya 

terdaftar di BNP2TKI.  

Dalam dimensi research 

and development berdasarkan hasil 

wawancara dengan keempat 

informan, diperoleh data bahwa 

terdapat tingkat dukungan internal 

dan ekternal. Tingkat dukungan 

internal berupa adanya Bimbingan 

Teknis dari BNP2TKI yang 

ditujukan untuk semua pegawai di 

Disdagnakerkop dan UKM 

Karanganyar dan PPTKIS resmi di 

Karanganyar yang menggunakan 

SISKOTKLN. Kemudian tingkat 

dukungan eksternal berupa 

terhungkannya data CTKI yang 

mendaftar dengan data yang telah 

ada di DISDUKCAPIL. Sehingga 

saat CTKI mendaftar untuk dilayani 

dan ditempatkan sebagai TKI, begitu 

dipanggil ID nya data 

kependudukannya langsung keluar; 

Kemudian yang kedua, dari hasil 

wawancara dengan keempat 

informan dihasilkan bahwa pernah 

ada perbaikan teknologi dari 

BNP2TKI. Pertama perbaikan sistem 

login pegawai yang mendaftar para 

CTKI, dimana sebelum diperbaiki 

setiap login, pegawai menggunakan 

fingerprint, sedangkan setelah 

diperbaiki hanya dengan 

menggunakan NIK yang seterusnya 

ID sudah tersimpan di SISKOTKLN, 

sehingga saat login tidak perlu 

registrasi pegawai lagi. Yang kedua, 

perbaikan ini malah menimbulkan 
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masalah dimana perbaikan 

SISKOTKLN membuat 

Disdagnakerkop dan UKM 

Karanganyar tidak dapat mengedit 

data mengenai CTKI, seperti 

misalnya terdapat TKI yang  

mempunyai nama kecil, dan perlu 

disertakan didata SISKOTKLN, 

namun data tersebut tidak dapat 

diedit setelah perbaikan sistem, 

karena dapat merubah data 

kependudukan di DISDUKCAPIL 

serta yang dapat mengedit data 

tersebut hanya BNP2TKI, sehingga 

data TKI yang ada di 

Disdagnakerkop dan UKM 

Karanganyar tidak sama dengan 

BNP2TKI begitu juga PPTKIS; 

Ketiga, dari hasil wawancara dengan 

keempat informan, diperoleh data 

bahwa SISKOTKLN dilakukan 

inovasi, tetapi fungsi dari 

SISKOTKLN sejak 

diimplementasikan tahun 2011 

sampai dengan sekarang adalah 

sama, yaitu untuk mengelola proses-

proses aktifitas verifikasi yang 

berlangsung dalam rangkaian 

Pelayanan Penempatan TKI.  

Dalam dimensi mangement 

information system berdasarkan hasil 

wawancara dengan keempat 

informan, dihasilkan bahwa dengan 

adanya SISKOTKLN data pelayanan 

dan penempatan TKI dapat 

dikumpulkan, diambil, disimpan 

(sesuai prosedur). Namun prosedur 

pengambilan data TKI dengan 

SISKOTKLN dapat dikatakan tidak 

jelas sebab tidak ada ketentuan 

prosedur pendaftaran, sehingga ada 

CTKI yang mendaftar di 

Disdagnakerkop dan UKM 

Karanganyar, ada juga yang 

mendaftar di PPTKIS serta ada juga 

yang mendaftar di BNP2TKI, 

dimana apabila CTKI mendaftar di 

BNP2TKI data tidak dapat diakses 

Disdagnakerkop dan UKM 

Karanganyar serta PPTKIS 

Karanganyar. Prosedur pendaftaran 

dapat dilakukan dengan cara CTKI 

datang ke Disdagnakerkop dan UKM 

Karanganyar untuk mendaftar 

menjadi TKI; kemudian setelah 

didaftar ID CTKI muncul yang telah 

terhubungkan dengan data di 

DISDUKCAPIL; kemudian setelah 

ID keluar baru ID TKI dapat 

digunakan untuk medical checkup; 

setelah medical checkup maka CTKI 

di PAP atau pembekalan akhir 
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pemberangkatan. Berbeda dengan di 

Dinas, di PPTKIS prosedur 

mengumpulkan, mengambil, dan 

menyimpan (prosedur merekrut TKI) 

harus melalui beberapa tahap yaitu 

mulai dari CTKI datang ke PPTKIS, 

kemudian membuat JO (Job Order) 

atau DL (Demand Letter) yaitu surat 

perjanjian yang berisikan, perjanjian 

kerja antara kedua belah pihak yaitu 

majikan dan agen. Setelah membuat 

JO maka surat tersebut dimintakan 

tanda tangan di Konsulat Jendral RI 

perwakilan yang ada di Negara 

Penempatan. Kemudian JO yang 

sudah diregistrasikan ke 

SISKOTKLN, menunggu approval 

dari P3TKI di Provinsi yang diajukan 

PPTKIS. Setelah disetujui P3TKI 

baru keluar SIP (Surat Ijin 

Pengerahan), setelah SIP keluar 

maka dapat mengajukan SPR (Surat 

Pengantar Rekrutmen). Setelah SPR 

approved dari PPTKIS dapat 

mengajukan kuota yang biasanya 

kurang lebih 50 orang. Dimana dari 

semua kuota yang diajukan tadi tidak 

semua orang, langsung di daftar, 

melainkan bertahap misalnya 10 

orang dulu baru sampai kuota full. 

Sebab ada masa expired-nya, jadi 

didaftar secara berkala, karena masa 

berlaku SPR sampai 6 bulan. Jadi 

dari pengajuan JO, mendapat SIP, 

keluar SIP mendapat SPR, keluar 

SPR dengan beberapa persyaratan 

keluar ID TKI. Beberapa persyaratan 

untuk mendapatkan ID adalah KTP 

atau identitas resmi, Akta atau ijazah 

atau STTB, surat izin orang tua atau 

wali atau istri yang diketahui kepala 

desa dengan berstempel, KK, surat 

permohonan dari PPTKIS dimana 

agen yang memproses, surat 

keterangan bahwa TKI mendaftar 

langsung ke PPTKIS, setelah itu 

datang ke Dinas dengan membawa 

semua surat yang telah lolos seleksis 

di PPTKIS, baru keluar ID keluar, 

setelah ID keluar, semua informasi 

mengenai TKI keluar dan dapat 

digunakan untuk cek kesehatan di 

Medical Check Up. Ketatnya proses 

pengumpulan, pengambilan dan 

penyimpanan (prosedur pelayanan 

dan penempatan TKI) untuk 

meminimalisir pemalsuan dokumen 

pemberangkatan TKI, dan ditujukan 

untuk mengimplementasikan 

strategis BNP2TKI dalam 

mewujudkan kelembagaan pelayanan 

penempatan dan perlindungan TKI 
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yang tangguh; Kemudian yang 

kedua, dari hasil wawancara dengan 

keempat informan dihasilkan 

pernyataan bahwa dalam menjaga 

informasi terkait pelayanan dan 

penempatan TKI digunakan 

password by user yang hanya 

diketahui oleh Kepala 

Disdagnakerkop dan UKM 

Karanganyar serta pemegang 

SISKOTKLN. Sedangkan di 

PPTKIS terdapat juga password by 

user yang mengetahui password 

hanya staff officer. Selain itu di 

PPTKIS, data CTKI di cadangkan 

berupa database; Ketiga, dari hasil 

wawancara dengan keempat 

informan, diperoleh data bahwa 

dengan adanya SISKOTKLN 

prosedur pelayanan dan penempatan 

TKI antara Disdagnakerkop dan 

UKM dengan PPTKIS sama. 

Sehingga informasi yang diberikan 

kepada CTKI mengenai prosedur 

pendaftarannya pun juga sama. 

Kesamaan informasi yang diberikan 

antar instansi tersebut menambah 

koordinasi antar divisi dalam 

mewujudkan kelembagaan pelayanan 

penempatan dan perlindungan TKI 

yang tangguh, namun kesamaan 

informasi yang diberikan BNP2TKI, 

Disdagnakerkop dan UKM 

Karanganyar serta PPTKIS kepada 

CTKI tersebut tidak dikoordinasi, 

karena pada kenyataannya data yang 

diupload BNP2TKI tidak dapat 

diakses oleh Disdagnakerkop dan 

UKM Karanganyar serta PPTKIS 

Karanganyar; Keempat dari hasil 

wawancara diperoleh data bahwa 

dengan adanya SISKOTKLN dalam 

mengimplementasikan strategis 

mewujudkan kelembagaan pelayanan 

penempatan dan perlindungan TKI 

yang tangguh biaya yang dikeluarkan 

oleh organisasi lebih berkurang. 

Dibanding dengan menggunakan 

buku induk yang harus mengurutkan 

abjad dan ditulis manual.  

 

Penutup 

Berdasarkan pembahasan 

dan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa implementasi strategis sistem 

komputerisasi tenaga kerja luar 

negeri (SISKOTKLN) pada Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten 

Karanganyar sudah dilaksanakan 

dengan baik. Namun masih terdapat 

kendala dalam beberapa dimensi, 
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berikut pemaparannya bahwa 

Implementasi strategis SISKOTKLN 

pada TKI di Kabupaten 

Karanganyar, dilihat dengan dimensi 

manajemen stakeholder.  

SISKOTKLN dioperasikan secara 

online berdasarkan strategi 

BNP2TKI yaitu menyempurnakan 

sistem dan prosedur pelaksanaan 

pelayanan penempatan dan 

perlindungan TKI yang mudah, 

murah dan cepat. Untuk mengetahui 

stakeholder yang terlibat dalam 

menjalankan SISKOTKLN, perlu 

diketahui SISKOTKLN sudah 

digunakan dan dipromosikan oleh 

Disdagnakerkop dan UKM 

Karanganyar serta PT Alkurnia 

Sentosa Internasional sebagai 

stakeholder yang diberi wewenang 

oleh BNP2TKI untuk merekrut TKI 

di Wilayah Kabupaten Karanganyar. 

Kendala yang ditemukan dalam 

dimensi manajemen stakeholder 

adalah belum dipromosikannya 

SISKOTKLN pada CTKI, Eks-TKI, 

dan PL (Pelaksana Lapangan). Hal 

ini didasari dengan, tidak 

mengetahuinya CTKI, Eks-TKI dan 

PL mengenai fungsi SISKOTKLN. 

Implementasi strategis 

SISKOTKLN pada TKI di 

Kabupaten Karanganyar, dilihat 

dengan dimensi keuangan sudah 

baik. Dikatakan demikian karena 

anggaran dan modal dalam 

menjalankan SISKOTKLN yang 

berasal dari BNP2TKI, untuk 

anggaaran terealisasi sebesar 92,89% 

dari yang telah dianggarkan dan 

modal terealisasi (96%) dari yang 

telah ditetapkan. Selain itu, selama 

penggunaan SISKOTKLN, evaluasi 

dari BNP2TKI terhadap 

SISKOTKLN juga telah dilakukan 

beberapa kali dalam rapat koordinasi 

antar Disdagnakerkop dan UKM 

Kabupaten/Kota.  

Implementasi strategis 

SISKOTKLN pada TKI di 

Kabupaten Karanganyar, dilihat 

dengan dimensi research and 

development. Dalam menjalankan  

implementasi strategis SISKOTKLN 

pada di TKI di Kabupaten 

Karanganyar,  terdapat dukungan 

internal dan eksternal. Dukungan 

internal berupa adanya bimbingan 

teknis dari BNP2TKI untuk setiap 

pegawai di Disdagnakerkop dan 

UKM Kabupaten Karanganyar serta 
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PT Alkurnia Sentosa Internasional 

yang menggunakan SISKOTKLN. 

Dukungan eksternal berupa 

terhubungnya data Calon TKI yang 

mendaftar menjadi TKI dengan 

Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil 

(DISDUKCAPIL). Selain dengan 

tingkat dukungan, dalam research 

and development untuk menjalankan 

implementasi strategis SISKOTKLN 

harus dilakukan perbaikan teknologi. 

Namun dalam perbaikan teknologi, 

ditemukan kendala dimana adanya 

perbaikan teknologi membuat 

Disdagnakerkop dan UKM 

Karanganyar yang tidak dapat 

memperbaiki data dalam 

SISKOTKLN, sehingga data yang 

tercatat di BNP2TKI dengan yang 

tercatat di Disdagnakerkop dan 

UKM Karanganyar berbeda. 

Ditandai setiap tahun jumlah 

pengiriman TKI dari Kabupaten 

Karanganyar yang tercatat di 

BNP2TKI kurang lebih seribu TKI, 

sedangkan yang tercatat di 

Disdagnakerkop dan UKM 

Kabupaten Karanganyar, jumlah 

pengiriman TKI dari Karanganyar 

hanya sekitar tiga ratus TKI. 

Implementasi strategis 

SISKOTKLN pada TKI di 

Kabupaten Karanganyar, dilihat 

dengan dimensi management 

information system. Adanya 

SISKOTKLN dalam melayani, 

menempatkan dan melindungi TKI 

jauh lebih efektif dan efisien, 

dibanding dengan buku induk, 

karena setiap aktivitas pada 

SISKOTKLN by system yang selalu 

diperbaharui datanya. Meskipun 

penggunaan SISKOTKLN lebih 

efektif dan efisien, diketahui bahwa 

prosedur pengumpulan, pengambilan 

dan penjagaan data TKI yang ketat 

dengan SISKOTKLN karena 

digunakan password pada setiap 

input data TKI, tidak diikuti dengan 

adanya ketegasan yang 

diinformasikan kepada CTKI. 

Mengenai CTKI harus mendaftar di 

Disdagnakerkop dan UKM 

Karanganyar, PPTKIS atau di 

BNP2TKI. Ketegasan yang diberikan 

pada CTKI untuk mendaftar di 

Disdagnakerkop dan UKM 

Karanganyar atau di BNP2TKI, agar 

data CTKI selalu dapat diperbaharui 

ketika menjadi TKI. Karena Dinas 

sudah tidak dapat memperbaharui 
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data TKI yang sudah terdaftar dalam 

SISKOTKLN. Kurangnya ketegasan 

dalam pengumpulan, pengambilan 

dan penjagaaan data TKI dapat 

dikatakan bahwa koordinasi antara 

Disdagnakerkop dan UKM 

Karanganyar dengan BNP2TKI 

belum dijalankan dengan baik, 

karena data yang diunggah oleh 

BNP2TKI tidak dapat diakses oleh 

Disdagnakerkop dan UKM 

Karanganyar serta PT Alkurnia 

Sentosa Internasional.  

Untuk memperbaiki 

implementasi strategis SISKOTKLN 

pada TKI di Kabupaten 

Karanganyar, berikut beberapa saran 

yang dikeluarkan untuk mengatasi 

kendala pada dimensi manajemen 

stakeholder, research and 

developmemt dan management 

information system yaitu dalam 

dimensi manajemen stakeholder, 

masih banyak TKI yang tidak paham 

mengenai fungsi SISKOTKLN, 

karena SISKOTKLN tidak 

disosialisasikan pada CTKI, Eks-TKI 

dan PL. Untuk mengatasi hal 

tersebut, Disdagnakerkop dan UKM 

Kabupaten Karanganyar perlu 

mensosialisasikan fungsi  

SISKOTKLN pada CTKI, TKI dan 

Eks-TKI. Sehingga CTKI, TKI 

maupun eks-TKI mengetahui fungsi 

SISKOTKLN penting, untuk 

pelayanan, penempatan dan 

perlindungan terhadap TKI di negara 

penempatan dan tidak ada CTKI 

yang memalsukan data saat 

mendaftar menjadi TKI. Dalam 

dimensi research and development, 

perbaikan teknologi pada 

SISKOTKLN, mengakibatkan 

Disdagnakerkop dan UKM 

Kabupaten Karanganyar tidak dapat 

mengubah data yang telah diunggah 

dalam SISKOTKLN. Menangani 

kendala tersebut, seharusnya 

BNP2TKI menjadikan 

Disdagnakerkop dan UKM 

Karanganyar serta PT Alkurnia 

Sentosa Internasional sebagai editor 

dalam SISKOTKLN yang ikut 

berperan langsung dalam melengkapi 

data TKI. Dalam dimensi 

management information system, 

tidak adanya ketegasan yang 

diinformasikan kepada CTKI, terkait 

prosedur pendaftaran menjadi TKI, 

apabila mendaftar di Disdagnakerkop 

dan UKM Karanganyar, PPTKIS 

atau di BNP2TKI. Menangani hal 
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tersebut, BNP2TKI sebaiknya 

memberikan transparansi informasi 

melalui pamflet atau website 

BNP2TKI, bahwa CTKI yang 

mendaftar menjadi TKI harus di 

BNP2TKI. Karena CTKI yang 

mendaftar menjadi TKI di 

Disdagnakerkop dan UKM 

Karanganyar keberlanjutan data tidak 

dapat diperbaharui.  
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